
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR 84 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo 

anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun berjalan, perlu ditetapkan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4281); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 

 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesai Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2004 Seri D Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 

Seri D Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

2); 

 

 

 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 109); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah 

Rp2.429.818.028.670,00 berubah menjadi Rp2.557.563.086.991,45 dengan 

perincian: 

1. Pendapatan  

a. Semula     Rp2.156.590.131.485,60 

b. Bertambah / (berkurang)         Rp93.130.956.489,45 

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan    Rp2.249.721.087.975,05 

  

2. Belanja    

a. Semula     Rp2.383.358.028.670,00 

b. Bertambah / (berkurang)       Rp112.245.058.321,45 

 Jumlah Belanja setelah Perubahan    Rp2.495.603.086.991,45 

 

  Surplus / (Defisit) setelah perubahan     Rp(245.881.999.016,40)   



3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan 

  1). Semula       Rp273.227.897.184,40 

  2). Bertambah / (berkurang)        Rp34.614.101.832,00 

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan      Rp307.841.999.016,40 

 

b. Pengeluaran 

1). Semula         Rp46.460.000.000,00 

2). Bertambah / (berkurang)        Rp15.500.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan        Rp61.960.000.000,00 

 

  Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan       Rp245.881.999.016,40 

      ------------------------------ (-) 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  setelah Perubahan                               Rp0,00 

 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Perubahan nama dan alamat calon penerima hibah dirinci lebih lanjut 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

Pasal 5 

Perubahan nama dan alamat calon penerima bantuan sosial dirinci lebih 

lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 6 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.           

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 

    Ditetapkan di Bantul 

    pada tanggal  13 Agustus 2019 

     

    BUPATI BANTUL 

 

ttd 

 

    SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal 13 Agustus 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 
      ttd 

 
HELMI JAMHARIS 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 84 

 


